BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Validitas Data Penduduk sebagai sarana penegakan Kedaulatan.

Salah satu wunsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk
terbentuknya suatu negara adalah pemerintahan yang berdaulat atau

kedaulatan"

Kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari kata “sovereignty”
(Bahasa inggris), “‘souverainete” (bahasa prancis), “sovranus” (bahasa
italia). Istilah ini diturunkan dari kata latin “superanus” yang berarti yang
tertinggi. Para pemikir Negara dan hukum pada abad pertengahan,
menggunakan makna “superanus” dengan istilah * summa potestas™ atau **
plenitudo potestatis” yang artinya “kedaulatan tertinggi dari suatu kesatuan

politik'*

Menurut Jeans Bodin sebagaimana di kutip oleh I Gde Pantja
Astawa & Suprin Na’a “kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam
suatu Negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-
bagi” " Indonesia adalah suatu negara yang berdaulat, terkandung di

dalam makna kedaualatan itu 1alah bahwa negara Indonesia memiliki

pemerintahan yang berdaulat dan memiliki kekuasaan wilayah kedaulatan

=] imly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya
di Indonesia, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, 1994), h. 19

'* Ulya Ambarwati, Kedaulatan Negara, http://ambarwati-
irwan.blogspot.com/2012/12/makalah-kedaulatan.html. 01-04-2015

"> T Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a, Memahami ilmu Negara dan teori Negara,
(Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 10
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yang dipertahankan dengan suatu sistem pertahanan dan keamanan
negara.16 Dalam sistem kedaulatan negara Indonesia, kekuasaan tertinggi
ada pada negara. Kedaulatan negara 1ni diperoleh dar1 kedaulatan rakyat,
sebagaimana yang termaktub di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa,
kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar.'” Inilah konsep Demokrasi.

Secara harfiah kata demokrasi berart1 “kedaulatan, atau kekuasaan
rakyat”, tetapi secara operasional arti yang diberikan kepada demokrasi
sangat beragam, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol, dilihat
dari hal 1tu maka bisa di ambil garis bahwa Demokrasi adalah cara untuk

melaksanakan Kedaulatan Rakyat.

Menurut Plamenatz yang di kutip oleh Sukarna demokrasi di

devininikan sebagai “goverment by person freely chosen by and

'® Hariyono Budi Santoso, Kedaulatan Negara: Tinjauan, Kajian Hukum Internasional,

(Jakarta: Mitra Penna, 2002), hal. 34.

'" Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang diantaranya mengubah rumusan pasal 2
ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya menjadi:* Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.” Jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum
perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada
lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara
fungsional (distributed functionally) kepada organ-organ konstitusional. Perubahan ketentuan ini
mengalihkan Negara Indonesia dari system MPR kepada system kedaulatan rakyat yang diatur
melalulr UUD 1945. UUD 1945-lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan
kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Setelah Perubahan
Ke Empat UUD 1945 mengandung makna bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dan
kedaulatan rakyat tersebut diwakilkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
Dan MPR bukan lagi sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat, sebagian wewenang MPR telah
dialihkan kepada lembaga negara lain seperti dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilakukan langsung oleh rakyat dalam pemilu, begitu juga dalam hal pemberhentian Presiden harus
melalui Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Setelah
Perubahan Ke Empat menyatakan adanya lembaga-lembaga negara lain sebagai pelaksana
kedaulatan menurut tugas dan fungsinya masing-masing. Lihat: Ni’matul Huda, Hukum Tata
Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). Lihat juga, Moh. Mahfud, MD., Dasar dan
Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001)
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responsible to the governed” Demokrasi berarti pemerintahan yang dipilih

secara bebas dan bertangggung jawab untuk memerintah. '8

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan
suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan
warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara

tersebut.

Jika di hubungkan dengan penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan
Umum) yang merupakan cir1 dari negara dengan Sistem Demokrasi , telah
di jelaskan di Undang undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 dan 2 dan bisa di
artikan menjaga kedaulatan adalah sebuah kewajiban oleh semua warga
negara Indonesia, yang mana bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut di
akomdasi dengan penyelenggaraan Pemilihan umum ,sehingga dalam hal
memilih itu bukan hanya Hak tetapi kewajiban yaitu kewajiban untuk

mempertahankan kedaulatan rakyat dalam sistem Demokrasi.

Telah di kupas diatas bahwa dalam sistem demokrasi, ikut serta
dalam pemilihan umum merupakan kewajiban juga hak politik bagi setiap
warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/menjajaki
alternatif yang ada dan hak serta kewajiban untuk berpartisipasi dalam
memutuskan siapa yang akan dipilih.

Menurut John Locke pada dasarnya setiap persetujuan antara

individu  (pactum unionis) terbentuk atas dasar suara mayoritas.

L8 Sukarna, Demokrasi Versus Kediktatoran, (Bandung: Alumni, 1981),hlm. 2.
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Dikarenakan setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tidak

tertinggalkan, yaitu life hidup), liberty (kemerdekaan), dan estate. Oleh

karena itulah maka dalam konsep negara Demokrasi yang mana dalam
penentuan keputusanya di dasarkan pada suara terbanyak dalam
mekanisme Pemilihan Umum sangatlah perlu adanya Jaminan hak politik
rakyat yaitu hak untuk memilih dan di pilih.

Robert A Dahl mengetengahkan bahwa dalam sistem demokrasi
paling tidak ditujukan oleh lima prinsip ini:

1. Adanya prinsip hak yang dan tidak diperbedakan antara rakyat yang
satu dengan yang lainnya;

2. Adanya partisipasi efekif yang menunjukan adanya proses dan
kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan
preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil;

3. Adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan
paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak
terkecuali birokrasi;

4. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang
menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kesempatan yang istimewa
untuk membuat keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang

dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak;
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5. Adanya inclusivinennes yakni suatu pertanda yang menunjukkan

bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat."”

Peran serta warga Negara dalam Demokrasi untuk tujuan penegakan
kedaulatan tidak serta merta dilakukan dengan tanpa prosedur, di dalam
Konsep Negara Hukum kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi.
Kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum tunduk
pada kekuasaan. Hal ini karena hukum harus menjadi tujuan untuk
melindungi kepentingan rakyat inilan yang di sebut dengan Supremacy of
Law (Supremasi Hukum) yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang
wenang (Absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya
boleh di hukum kalau melanggar hukum * hukum yang mengatur warga

Negara adalah Undang undang.

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata
hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya,
yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur inilah yang
d1 sebut sebagai Equality Before The Law (Kedudukan Sama /
Sederajat dimata Hukum) *! Selain itu Negara Hukum juga menjamin
Hak hak manusia di dalam Undang undang, termasuk di dalamnya hak

politik.

* M. Budairi Idjedhar, HAM Versus Kapitalisme, (Yogyakarta: Insist Pers, 2003), hal.
dalam jurnal Umi Muslikhah, “Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam
Pemilihan Umum”, (Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomeor 01, April 2017)

*° Budiarjo,Miriam, “Dasar Dasar Ilmu Politik”,Gramedia Pustaka Utama edisi 12,
Jakarta,2015 .hal. 113

I Ibid.
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Dalam pemenuhan Haknya Berdemokrasi untuk penyaluran
Suaranya dalam proses Pemilu , tentunya ada Undang undang yang
mengaturnya tidak serta merta seorang warga yang tinggal di suatu
wilayah Negara bisa menyampaikan Hak politiknya di Negara tersebut dia
harus membuktikan bahwa orang tersebut sah sebagai warga Negara baru
bisa melaksanakan hak politiknya, pembuktian bahwa dia warga Negara
setempat adalah kewajiban sebelum dia menuntut Haknya sebaga warga

Negara.

Setiap Negara memiliki pengaturan tersendirt untuk penertiban tata
kelola kependudukan , di Indonesia Undang undang yang mengatur
tentang Administrasi kependudukan yaitu Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
dan Undang undang no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan.

Salah satu tujuan kegunaan data kependudukan adalah untuk
Pembangunan Demokrasi 2 dengan prinsip Singgle Identity satu orang
satu Identitas untuk mewujudkan Demokrasi yang berkualitas ,Demokrasi
yang berkualitas hanya bisa di laksanakan dengan prinsip keadilan ”One

People one Vote one Value” , satu orang , satu hak suara , satu nilai.

= Undang undang no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya di sebut
Undang undang No 24 tahun 2013
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Sehingga akan memberikan hasil “Bahwa setiap orang akan mendapat apa

yang merupakan bagianya” inilah Prinsip keadilan Justinian.*

Oleh karena i1tu kewajiban Warga Negara adalah melaporkan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada
Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipril.24 Untuk Validitas Data
Kependudukan yang baik dalam mendukung Program pemerintah dan

Pelaksanaan Demokrasi.

B. Pemilukada sebagai implementasi Demokrasi.

Pemilihan umum dalam negara demokrasi merupakan salah satu
unsur yang sangat penting, karena salah satu parameter mengukur
demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan
pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu
bentuk pemerintahan oleh rakyat.” Implementasi dari pemerintahan oleh
rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin
nasional melalulr mekanisme yang dinamakan dengan pemilu. Jadi pemilu
dalam arti sempit adalah satu cara untuk memilih wakil ml(yat.26 Pemilu
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

“ Dian F erricha,S.H,M.H,2013,”Sosiologi Hukum dan Gender”,Banyu media Publishing,
Malang,hal.20

“ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan pasal.3

> G. Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Hal. 1

*° Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di
Indonesia Menurut UUD 1945, Mandar Maju, Bandung, 1993.Hal. 2.
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Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%

Karena menjadi ukuran derajat demokrasi suatu negara, pelaksanaan
pemilu (legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah) harus
dapat dilaksanakan dengan cara yang baik, jujur dan adil tanpa ada
paksaan terhadap individu sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Apalagi
penyelenggaraan pemilu adalah untuk memeilih pemimpin dan
membentuk lembaga-lembaga demokrasi lainny.a.28

Ada dua Instrumen politik penting pasca runtuhnya Rezim Orde
Baru yaitu Pemilihan Umum yang Demokratis dan kebijakan Otonomi
daerah atau desentralisasi ,yang mana salah satu kebijakan mendasar atas
berlakunya asas desentralisasi adalah Pemilihan Kepala daerah yang di
lakukan di lokal wilayah tersebut, sebagaimana Disebutkan dalam Undang
undang No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang proses
Demokrasinya di atur dalam Undang undang No 1 tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang di sempurnakan melalui
Penetapan Undang undang No 8 Tahun 2015tentang Perubahan atas
Undang undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2014 tentang

pemilihan Gubernur , Bupati dan Wali kota.”dan sekarang telah di ubah

*’ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu.

= Syaukani, ad all, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, 2004, hal.12.
»  Zubakhrum Tjenreng, PILKADA  SERENTAK  Penguat  Demokrasi
Indonesia,(Jakarta:Pustaka Kemang,2016),hal.7
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Undang undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua Atas
Undang undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur , Bupati dan Wali kota.

. Teory Hak Pilih dan Penyusunan Hak Pilih dalam PEMILU.

Hak pilih adalah hak dasar yang mana di dalam Undang undang
dasar 1945 masuk di dalam pasal 28D (3) “Setiap warga Negara berhak
memperoleh Kesempatan yang sama di dalam Pemerintahan”. Yang
kemudian di jabarkan dalam undang undang No 39 Tahun 1999 HAM
pasal 43 (1) dan (2) dan pada penyampaian Hak politiknya dalam hal ini
adalah hak pilih dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala
daerah ada mekanisme tersendir1 yang di dasarkan pada kepemilikan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik dan surat keterangan telah melakukan
Perekaman KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil sebagaimana
tercantum dalam pasal 348 Undang undang No 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Partisipasi berpolitik merupakan hak setiap warga
negara yang dijamin oleh Negara. Partisipasi berupa hak untuk memilih
wakil-wakil yang dipercaya untuk duduk dilegislatif dan hak untuk
memilith pemimpin yang dipercaya untuk memimpin suatu daerah atau
pemerintahan melalui Pemilithan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (universal
suffrage). Hak pilih 1n1 merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi

negara yang menganut demokrasi Kkonstitusional modern. Pemilu
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merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih.
Hak pilih in1 memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip,
yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan
langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair).”

Hak pilih bersifat umum bila dapat menjamin setiap warga negara
tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan
lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik memiliki
hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu. Kesetaraan dalam
hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi
setiap pemilih. Prinsip kerahasiaan dalam hak pilih adalah adanya jaminan
bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui pilihan pemilih, yang dalam
praktik dumplementasikan dalam bentuk keharusan tersedianya kotak
suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan. Prinsip langsung
dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat memilih
secara langsung para calon tanpa perantara. Dengan demikian pada
dasarnya hak pilih merupakan bentuk dasar demokrasi partisi[ry.al‘[oris.3i

Hak memberikan suara atau memilih (right fo vote) merupakan hak
dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin

pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1

** Dieter Nohlen, “Voting Rights”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), The Encyclopedia
of Democracy, Volume IV, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995, h. 1353-1354.
Nohlen berpendapat bahwa “The right to vote, along with freedom of expression, assembly,
association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional
democracy” .

*! Paul R. Abramson, “Political Participation”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), The
Encyclopedia of Democracy, Volume 111, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995, h.
914. Abramson menyebut bahwa “Suffrage, or the right to vote, is the most basic form of
democratic participation....” .
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ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1)
UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala
warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
menentukan bahwa: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum”; “(3) Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak
dibenarkan adanya diskirminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan
keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus
memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya
berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum
(Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa
segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang
Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga
negara, secharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga
negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih
warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak memilih. Dalam
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Pasal 43 dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan
memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain di dalam UUD 1945, aturan mengenai hak pilih dalam
PEMILU juga disebutkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
untuk selanjutnya di tulis PKPU™, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah

pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 5

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara

Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang
ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat:
a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari
pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

* PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.
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d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan
dengan KTP-el;

e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana
dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat
Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil
setempat; dan

f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia,
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi
syarat sebagar Pemilih, harus dibuktikan dengan surat
keterangan dokter.

(4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar
Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud
tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 6

(1) Seorang Pemilih hanya didaftarl(satu) kali dalam daftar
Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

(2) Jika Pemilih terdaftar di lebih daril(satu) tempat

tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuar dengan alamat yang
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tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan.

(3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat(l), diberikan tanda bukti terdafta
rmenggunakan formulir Model A.A.1- KWK dan pada tempat
tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan
formulir Model A.A.2-KWK.

Dalam undang-undang pemilu, yaitu Undang Undang No. 7 Tahun

2017 juga diatur mengenai hak untuk memilih diantaranya adalah:

Pasal 198

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara
sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah
kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar
Pemilih.

(3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh
pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Pasal 199

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia

harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam

Undang-Undang ini.
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Memilih dalam pemilihan umum (pemilu) i1alah hak dasar setiap
warga negara yang dijamin konstitusi. Hak dasar itu mestinya tidak bisa
dikurangi, apalagi dihilangkan karena persoalan administrasi semata.
Persyaratan warga negara menjadi pemilih sesungguhnya sangatlah
sederhana, yaitu telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah
menikah pada har1 pemungutan suara. Akan tetapi, persyaratan yang
begitu mudah tiba-tiba menjelma menjadi persoalan yang sangat kompleks
karena menyangkut masalah administrasi yang mesti dipenuhi. Ada dua
masalah administrasi yang mesti dipenuhi setiap warga negara, yaitu
administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) dan administrasi kepemiluan yang menjadi
domain penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bukti diri sebagai warga negara ialah kartu tanda penduduk elektronik
(KTP-E) sesual dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan. Untuk bisa menjadi pemilih,
menurut administrasi kepemiluan, nama pemegang KTP-E harus
tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan, salah satu
issu hak asasi mausia berdasarkan instrument hukum Hak Asasi
Manusia,yang menganggap partisipasi pemilih merupakan hak asasi
manusia yaitu melalui Pasal 21 Ayat (1)-(3) Deklarasi Universal Hak-hak

Asasit Manusi (DUHAM) Tahun 1948 melalui resolus: 217 A (I1I).
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Tidak hanya instrument internasional, pengakuan hak pilih oleh
warga Negara merupakan hak asasi manusia berupa hak sipil dan hak
politik. Berdasarkan Pasal 25 pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menjadi bukti bahwa
Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi,
memajukan, menegakan dan memenuhi, serta menghormati juga mengakui
hak pilih sebagai Hak Asasi Manusia.

A fortiori, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi melalui
perkara Nomor 011-017/PUU-1/2003, bahwa hak konstitusional warga
negara untuk memilih dan dipilih merupakan hak yang dijamin oleh
konstitusi, undang-undang, maupun Kkonvensi internasional. Maka,
pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak
dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara.

Pemenuhan dan penegakan terhadap pelanggaran hak pemilih
tersebut, merupakan indikator keadilan pemilu menurut institusi
international yang didirikan pada tahun 1995, yang bernama International
Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), dalam paper-
nya yang berjudul “Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan
Internasional IDEA” (2010) menjelaskan salah satu dari beberapa kriterian
perihal keadilan pemilu, yakni melindungi atau pemulihan hak pilih,

memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah
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dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan
mendapatkan putusan.33

Jaminan hak pilih dalam pemilu merupakan hal yang penting untuk
mewujudkan pemilu demokratis. Ihwal hak pilih adalah hak asasi manusia
yang harus dijamin negara. Peluang terancamnya hak pilih dapat terjadi
karena adanya dua faktor; regulasi pemilu yang bermasalah dan kapasitas
lembaga yang bertanggung jawab terhadap hak pilih. Kebanyakan
penyelenggara memfokuskan diri pada soal jaminan hak pemilih yang
tinggal diluar negeri, padahal ada polemik yang tak kalah lebih kompleks
mengenai potensi ancaman terhadap hak pilih di dalam negeri.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 348
mensyaratkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektornik (KTP-el)
sebagai syarat mutlak untuk dapat memilih. Kebijakan ini berpotensi
menimbulkan permasalahan bagi keterpenuhan hak pilih warga negara.
Sebab, belum seluruh warga negara yang berusia 17 tahun keatas (pemilih)
memiliki KTP-el.

Betapa pentingnya negara melindungi fungsi hak memilih
warganya. Pemilu yang merupakan “pesta rakyat” untuk membentuk
Negara yang berkedaulatan rakyat. Hak memberikan suara atau memilih
(right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau
warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Persoalan

kehilangan hak memilih 1n1 tidak akan menjadi besar apabila jumlah

2019.

A3 https://rumahpemilu.org/lagi-permasalahan-tetap-dpt/, di akses tanggal 20 Februari
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warga negara yang kehilangan hak memilih in1 hanya dalam kisaran angka
yang kecil, tetapi menjadi persoalan yang besar ketika jumlah warga
negara yang kehilangan hak memilihnya tersebut berjumlah puluhan juta
jiwa.

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan
hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini
mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih
adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar
dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat
jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihya. Demikian pula sebaliknya,
bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial
kehilangan hak pilihnya.?";l Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat
menggunakan hak pilihnya, harus tersedia daftar pemilih akurat yang
memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar in1 memiliki dua aspek,
yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.

Beberapa kajian mengenai pendaftaran pemilih seperti Hasyim
asyar1 dalam tulisannya pada Jurnal Pemilu dan Demokrasi yang berjudul
“Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman
Menuju Perbaikan”.™ Setidaknya terdapat tiga isu dalam pendaftaran
pemilih. Isu-isu tersebut adalah siapa yang dimasukkan daftar pemilih,
siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran

pemilih 1tu merupakan hak ataukah kewajiban. Dalam 1su siapa yang

” Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Grasindo. Hal 5.
¥ Hasyim Asyari , 2012 “Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari
Pengalaman Menuju Perbaikan, Jurnal Pemilu danDemokrasi, Februari 2012 (2):1-33
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dimasukkan dalam daftar pemilih, terdapat prinsip setiap warga negara
dewasa yang dimasukkan dalam daftar pemilih, dalam hal ini terdapat
beragam kategor1 kedewasaan di sejumlah negara, mulai dar1 16 tahun
sampail 21 tahun. D1 Indonesia sendir1 seseorang di kategorikan sudah
dewasa apabila telah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tapi
sudah menikah atau pernah menikah.

Tentang 1su siapa yang melakukan pendaftaran pemilih
pengalaman di sejumlah negara setidaknya ada tiga jenis, yaitu dilakukan
oleh pemerintah, dilakukan oleh penyelenggara pemilu, atau dilakukan
oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan data dari Pemerintah. Pada
mayoritas negara demokrasi, pendaftaran pemilih dilakukan pemerintah
pusat/daerah (57 persen). Sementara di negara-negara Eropa (18 persen),
pendaftaran pemilih dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu
(electoral management body). Dalam isu pendaftaran pemilih apakah
merupakan hak ataukah kewajiban, juga terdapat keanekaragaman.
Sebagian besar negara-negara demokrasi (64 persen) menganut prinsip
pendaftaran pemilih adalah kewajiban. Kurang dar1 50 persen negara-
negara Afrika dan bekas koloni Inggris menganut prinsip pendaftaran
pemilih adalah kewajiban. Penegakan prinsip memilih adalah kewajiban
juga beragam di berbagai negara. Australia misalnya mengenakan denda
sejumlah uang bagi pemilih yang tidak menjalankan kewajiban memilih
tetap1 sejumlah negara membatalkan hak mendapatkan peleyanan publik

tertentu bagi pemilih yang tidak melaksanakan kewajiban memilih.
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Sebagian besar negara-negara Eropa (84 persen) menganut prinsip
pendaftaran pemilih adalah hak.”® Sementara di Indonesia sendiri, memilih
pada masa Orde Baru merupakan hak dan kewajiban sekaligus, tetap1 sejak
Pemilu 1999 dan terutama sejak amandemen UUD 1945, memilih
merupakan hak.

Masalah daftar pemilih selalu menjadi 1su sensitif yang kerap
mempengaruhi kredibilitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada.
Persoalan akurasi serta kepastian terakomodasinya seluruh warga negara
yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih telah masuk ke dalam daftar
pemilih tetap (DPT) adalah dua isu utama yang mesti dipastikan oleh
seluruh elemen dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini di karenakan
adanya selisih jumlah data di Kementerian Dalam Negeri dan Komisi
Pemilhan Umum.

Sebagai produk kebijakan publik, pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah secara langsung tentunya diharapkan dapat berjalan dengan baik.
Sehingga, apa yang menjadi cita - cita kebijakan tersebut dapat
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas . Salah satu
masalah 1mplementasi kebijakan Pemilu maupun Pemilukada yang kerap
muncul adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang banyak
mengalami kesalahan. Permasalahan 1m1 tidak saja terjadi di satu
Kabupaten/Kota  melainkan hampir di seluruh Kabupaten/Kota di

Indonesia.

36 https://media.neliti.com/media/publications/45200-ID-meningkatkan-akurasi-daftar-
pemilih-mengatur-kembali-sistem-pemilih-pemutahiran.pdf. di akses tanggal 19 Februari 2019.
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Jumlah Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilukada Gubernur

Jawatimur dalam Tabel.”’

Tabel .1

Jumlah Daftar Pemilih Tetap PILKADA JATIM 2018

NAMA JUMLAH JUMLAH PEMILIH
JUMLAH JUMLAH
KABUPATEN/KOT DESA/ L p JML KETERA
NO KEC TPS

A KEL NGAN
1 [PACITAN 12 171 993 227722 232.380 460.102
2 |PONOROGO 21 307 1.731 369.619 383.737 753.356
3 |TRENGGALEK 14 157 1.210 287.759 288.801 576.560
4 |TULUNGAGUNG 19 271 1.840 419.843 424.975 844.818
5 |BLITAR 22 248 2.078 | 467.251 469.645 936.896
6 |KEDIRI 26 344 2.594 595.696 592.869| 1.188.565
7 |MALANG 33 390 4.178 | 979.117 987.256| 1.966.373
8 |LUMAJANG 21 205 1.872 395.709 416.770 812.479
9 |[JEMBER 31 248 4.427 893.313 916.907| 1.810.220
10 |BANYUWANGI 25 217 2.830 623.420 634.264| 1.257.684
11 [BONDOWOSO 23 219 1.500 278.180 300.561 578.741
12 |SITUBONDO 17 136 1.183 227.540 245.252 472.792
13 |PROBOLINGGO 24 330 1.700 409.596 436.305 845.901
14 |[PASURUAN 24 365 2380 | 567.516 583.986| 1.151.502
15 |SIDOARJO 18 349 2.887 670.365 689.450| 1.359.815
16 |MOJOKERTO 18 304 1.719 403.532 408.427 811.959
17 |JOMBANG 21 306 2.147 488.066 489.610 977.676
18 |NGANJUK 20 284 2.079 423.321 425.336 848.657

*” https://kpujatim.go.id/info-pilkada/. di akses tanggal 12 mei 2019.
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19 |MADIUN 15 206 1.014 275.318 291.386 566.704
20 |[MAGETAN 18 235 1.296 256.336 276.517 532.853
21 |NGAWI 19 217 1.551 343.331 356.236 699.567
22 |BOJONEGORO 28 430 2.408 509.497 516.732| 1.026.229
23 |TUBAN 20 328 2.006 456.515 468.589 925.104
24 |LAMONGAN 27 474 2.347 | 513.591 526.258| 1.039.849
25 |GRESIK 18 356 2.210 448.514 452.448 900.962
26 |BANGKALAN 18 281 1.984 416.083 442.984 859.067
27 |SAMPANG 14 186 1.450 397.031 406.468 803.499
28 |PAMEKASAN 13 189 1.583 328.430 351.962 680.392
29 |SUMENEP 27 334 2.400 401.586 452.572 854.158
30 |[KOTA KEDIRI 3 46 485 97.885 101.386 199.271
31 |KOTA BLITAR 3 21 249 53.879 56.376 110.255
32 |KOTA MALANG 5 57 1.400 294.171 306.475 600.646
33 |KOTA 5 29 379 79.574 83.993 163.567
PROBOLINGGO

34 |KOTA PASURUAN 4 34 310 68.513 70.995 139.508
35 |KOTA MOJOKERTO 3 18 219 46.935 49.197 96.132
36 |KOTA MADIUN 3 27 310 71.433 77.593 149.026
37 |KOTA SURABAYA 31 154 4.284 980.081 1.025.980|  2.006.061
38 |KOTA BATU 3 24 411 74.085 74.688 148.773

TOTAL 666 8.497 67.644 | 14.840.353 15.315.366| 30.155.719

Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilukada, KPU

bukan hanya melakukan sosialisasi, namun juga melaksanakan bimbingan

teknis kepada

diselenggarakan berkaitan dengan tugas dan pelaksanaan seperti:

PPK, PPS,

maupun

KPPS.

1. Pembagian tugas anggota PPS dan PPK;

2.  Pelaksanaan koordinasi antar PPS, PPK hingga KPU;

Bimbingan teknis
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3.  Tata cara pemungutan dan penghitungan suara;
4.  Tata cara pengisian formulir dalam berita acara;
5.  Tata cara pemberian suara pada surat suara; dan
6. Tata cara membangun dan letak TPS dan alur pemilih.

Karena yang diterapkan bukan lagi model pendaftaran pemilih
secara periodik, maka yang dilakukan setiap menjelang penyelenggaraan
Pemilu adalah pemutahiran daftar pemilih. Seperti pada pendaftaran
pemilih, pemutahiran pemilih pada dasarnya menganut dua sistem
(stelsel), yaitu stelsel aktif dan pasif. Apakah sistem pemutahiran daftar
pemilih termasuk kategori aktif ataukah pasif akan dilihat dilihat dari sisi
keterlibatan pemilih.

Sistem pemutahiran daftar pemilih dapat dikategorikan aktif
apabila penyelenggara pemilu (KPU) hanya memiliki kewajiban
mengumumkan daftar pemilih sementara yang tersedia kepada warga
masyarakat di tempat-tempat yang strategis dengan tujuan untuk
mendapatkan tanggapan dari anggota masyarakat. Pada sistem ini warga
masyarakat yang berhak memilih diwajibkan aktif melihat dan
memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang diumumkan. Pada
intinya partisipasi warga masyarakat pada sistem ini menjadi prinsip
utama.

Sistem pemutahiran daftar pemilih dikategorikan pasif kalau
petugas aktif mendatangi kediaman warga masyarakat untuk meminta

mereka mengecek apakah setiap anggota keluarga yang berhak memilih
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sudah masuk dalam daftar pemilih. Dalam sistem seperti in1 warga
masyarakat pasif menunggu didatangai oleh petugas.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi
penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas
domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa kependudukan yang
dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Bila ada seorang penduduk
pindah namun belum mendaftarkan kepindahannya, maka penduduk yang
bersangkutan secara hukum masih teregistrasi di Kabupaten Blitar
Khususnya di Kecamatan Selopuro dan tetap muncul dalam DP4.
Demikian juga bagi penduduk yang datang, baik karena perkawinan
maupun sebab lain, selama penduduk tersebut belum mendaftarkan
kedatangannya maka penduduk yang bersangkutan tidak teregristrasi di
Kabupaten Blitar, maka yang bersangkutan tidak muncul dalam DP4.

Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi
Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan sipil didasarkan pada asas Peristiwa,
yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh
dirinya dan/atau keluarganya. Jika seorang penduduk meninggal, namun
belum didaftarkan, maka data penduduk tersebut akan tidak terhapus,
sehingga sangat mungkin dalam DP4 muncul penduduk berumur diatas
100 tahun, padahal yang bersangkutan sudah meninggal. Bagi penduduk
yang kawin dibawah umur 17 tahun, kalau tidak mendaftarkan
perkawinannnya, maka penduduk tersebut tidak akan mendapatkan KTP

dan otomatis tidak tercantum dalam DP4. Karena menganut stelsel aktif
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bagi penduduk, maka yang diharapkan aktif untuk mendaftarkan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk adalah
penduduk sendiri. Dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang sudah
ditentukan maka penduduk wajib mendaftarkan peristiwa kependudukan
dan peristiwa penting yang dialaminya ke Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, oleh karena itu setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi
Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.3 s

Terdapat empat pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam
tersedianya daftar pemilih yang akurat, yaitu pemerintah dan pemerintah
daerah, KPU dan jajaran penyelenggara pemilu, partai politik, dan warga
masyarakat yang berhak memilih. Pertama, pemerintah dan pemerintah
daerah. Undang-undang menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah berkewajiban menyediakan data kependudukan.39 Yang dimaksud
dengan data kependudukan adalah data penduduk potensial pemilih pemilu
(DP4).

Kedua, KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara Pemilu. Bahwa
KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan
data kependudukan dar1 pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam
pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS dan

PPK. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan .pasal 3
* Pasal 201 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilithan Umum
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penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk selanjutnya di tulis DPS.
Dalam pemutakhiran data pemilih, PPS dibantu oleh Petugas
Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang terdir1 atas perangkat
desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga
masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar PPDP adalah orang-orang yang
mengenal dan dikenal oleh warga Desa/Kelurahan sehingga memudahkan
pemutahiran daftar pemilih ketika datang dari rumah ke rumah. Dalam
kenyataan tidak semua PPDP yang diangkat PPS ini memenuhi
persyaratan jabatan ini.

Pada tahapan berikutnya, DPS disusun oleh PPS berbasis rukun
tetangga atau sebutan lain.22 DPS disusun paling lambat 1 (satu) bulan
sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. DPS diumumkan selama 7
(tujuh) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari
masyarakat. Pengumuman DPS dilakukan dengan cara menempelkannya
pada sarana pengumuman desa/kelurahan dan/atau sarana umum yang

mudah dijangkau dan dilihat masyarakat.m

Yang dimaksud dengan
“masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu tentang
DPS” adalah untuk menambah data pemilih yang memenuhi persyaratan
tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data pemilih karena tidak
memenuhi pfe1‘sy:-.1ratan.41

Salinan DPS harus diberikan oleh PPS kepada yang mewakili

peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk

i Penjelasan Pasal 206 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017
*I' Penjelasan Pasal 206 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017
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mendapatkan masukan dan tanggapan. Masukan dan tanggapan dari
masyarakat dan peserta pemilu diterima PPS paling lama 14 (empat belas)
hari sejak har1 pertama DPS diumumkan. Selanjutnya PPS wajib
memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat
dan peserta pemilu.

DPS hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga)
hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan
peserta pemilu. PPS wajib melakukan perbaikan terhadap DPS hasil
perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan
peserta pemilu paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman.
DPS hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU
Kabupaten/Kota melalur PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap
(DPT). 2

Pada bagian akhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT
berdasarkan DPS hasil perbaikan dari PPS.™ Selanjutnya PPS
mengumumkan DPT sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai
hari/tanggal pemungutan suara.”* Yang dimaksud dengan “mengumumkan
DPT” adalah menempelkan salinan DPT di papan pengumuman dan/atau
tempat yang mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat.

PPDP merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan
pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP dalam melakukan proses

pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat

** Pasal 207 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017
3 Pasal 208 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017
* Pasal 209 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017
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penting Yaitu melayani hak konstitusi warga negara dalam mnegguanakan
hak pilihnya. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu PPDP harus tepat
dalam pencocokan data dan telit1 dalam bekerja serta dapat berkoordinasi
dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW/sebuatan lainnya
termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara. Untuk itu, PPDP wajib
mnggunakan buku kerja dalam melaksanakan tugas tersebut. Buku
tersebut dimaksud untuk menjadi buku panduan di lapangan sekaligus
sebagai catatan kerja PPDP untuk akuntabilitas proses Pencocokan dan
Penelitian untuk selanjutnya di tulis COKLIT sekaligus Koordinasi dengan
pihak-pihak terkait. Adapun pihak-pihak terkait diantaranya adalah:®
1. PPS
PPDP harus berkonsultasi kepada PPS paling lambat 10 hari sekali
untuk melaporkan hasil COKLIT yang telah dilakukannya.
2. Pengurus RT/RW/sebutan lain
PPDP wajib mendatangi RT/RW/sebutan lainnya dalam tahap
persiapan untuk mendapatkan informasi pemilih di lingkungannya.
PPDP setelah selesai melakukan COKLIT dan mengisikan semua
formulir yang diberikan, maka PPDP wajib berkoordinasi dengan
RT/RW/sebutan lainnya untuk memastikan semua pemilih yang
terdapat di lingkungan RT/RW/sebutan lainnya tersebut telah tercatat

dengan benar. PPDP dalam melaksanakan COKLIT wajib mendatangi

*  Buku Kerja PPDP  dalam  https://kpu.go.id/koleksigambar/Buku_Kerja -
Non_Booklet_revisi_23.pdfffpage=15&zoom=auto.-195.451, di akses pada tanggal 22 februari
2019.
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rumah per rumah dan memperkenalkan dir1 dengan menunjukkan
identitas sebagai petugas PPDP.
3. PPDP dalam satu desa/kelurahan
Sesama PPDP diharapkan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi
dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat berbagi informasi dan
metode serta pengalaman dalam proses COKLIT.
Dalam pelaksanaan COKLIT PPDP mendatangi rumah pemilih
dengan tata cara sebagai berikut:*
1. PERKENALAN
a. Sapa pemilih dengan ramah dan santun.
b. Memperkenalkan identitas PPDP.
c. Meminta waktu untuk melakukan COKLIT.
d. Selalu memakai tanda pengenal PPDP
2. MENCOKLIT
a. Bacakan atau tunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik
rumah yang sedang dicoklit yang terdaftar di dalam Model A-KWK
b. Minta Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang didatangi untuk
memeriksa nama-nama anggota yang terdftar dalam Model A-AWK
dan kebenaran informasi di dalamnya.
c. Jika terdapat informasi data pemilihyang dianggap tidak akurat,
salah atau tidak lengkap maka PPDP memperbaiki atau melengkapi

data tersebut berdasarkan KK atau KTP-el pemilih.

** Ibid
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d. Pastikan kembali apakah masih terdapat anggota keluarga yang
belum terdaftar. Jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi
syarat sebagai pemilih, catat dalam Model A.A-KWK berdasarkan
KK atau KTP-el pemilih.

e. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang disabilitas.

f. Tanyakan juga apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam
Model A-AWK tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena
telah meninggal dunia, pindah domisili, menjadi anggota
TNI/POLRI.

g. Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih,
PPDP mencoret pada kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan
pencoretan pada kolom keterangan.

h. Daftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun pada hari
pemungutan suara dan anggota keluarga yang belum cukup umur
tapi sudah atau pernah menikah yang belum terdaftar ke dalam
model A.A-AWK.

Sebagaimana dituliskan dalam buku kerja PPDP, maka proses
pengumpulan dan pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas KPUD
kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Selopuro juga mengacu pada
buku kerja tersebut. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih sering terjadi
penyimpangan-penyimbangan yang diakibatkan oleh ketidaktahuan

ataupun kelalaian petugas di lapangan.
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Selain PPDP, Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga memiliki arti
penting dalam menentukan kualitas daftar pemilih. PPS memiliki tugas
dan tanggung jawab yang besar dan strategis dalam proses pemutakhiran
data dan penyusunan daftar pemilih. PPS merupakan ujung tombak KPU
untuk melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di
tingkat desa/ kelurahan. Oleh sebab itu pekerjaan ini begitu penting dan
harus dilaksanakan dengan sunguh- sungguh dan penuh tanggung jawab
agar dapat menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan
berkualitas. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS harus berkoordinasi dan
bekerja sama dengan baik dengan mitra-mitra PPS diantaranya:

1. PPDP

2. Perangkat Desa/Kelurahan, RT/RW atau sebutan lain

3. PPK

4. KPU/KIP Kabupaten/Kota

5. Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)

6. Tim kampanye pasangan calon di tingkat desa/kelurahan (jika ada)

Meski yang melaksanakan tugas Coklit adalah PPDP, namun
demikian PPS memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan PPDP
bekerja dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu PPS perlu melakukan
koordinasi dengan PPDP pada setiap tahapan kerja PPDP. Koordinasi

dilakukan sebanyak 3 tahap yakni: 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10
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hari terakhir coklit. Aktifitas yang dilakukan oleh PPS dalam

berkoordinasi dengan PPDP antara lain:

d.

b.

47

Mengumpulkan PPDP

Menanyakan progres coklit yang dilakukan oleh masing — masing
PPDP

Memeriksa buku kerja PPDP

Menanyakan kendala/permasalahan apa yang dihadapi oleh PPDP saat
coklit

Mengidentifikasi PPDP yang membutuhkan bimbingan secara khusus,
baik disebabkan karena kondisi geografis, jumlah pemilih atau
karakteristik COKLIT pemilih yang sulit, atau kapasitas/kualitas PPDP
1tu sendiri

Memastikan PPDP tidak kekurangan formulir pemutakhiran data
pemilih

Mengingatkan PPDP untuk melakukan coklit sesualr dengan petunjuk

di buku kerja PPDP

Dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu disebutkan bahwa tugas PPS adalah sebagai berikut:

d.

b.

mengumumkan daftar pemilih sementara;

menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

*" https://www.slideshare.net/cecephm/buku-kerja-pps-kpu-mencoklit-pilkada-serentak-
2018, di akses pada tanggal 22 Februari1 2019.
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melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar
pemilih sementara;

mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK;

melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat
kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, dan PPK;

mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya;

menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Setidaknya ada 2 (dua) alasan mengapa PPS menjadi pihak yang

sangat penting dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih,

yakni:



1.
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PPS memiliki kewenangan yang sangat besar dalam proses
pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, mulai dari proses
menginput data pemilih, memperbaiki data pemilih (menghapus dan
memperbaiki), dan mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat

PPS menjadi ujung tombak kedua bagi KPU, setelah PPDP, yang
langsung berhubungan dengan pemilih. Oleh sebab itu PPS memiliki
pengetahuan dan kedekatan dengan warga/pemilih Agar kegiatan
pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh

PPS dapat terukur (akuntabel), akurat dan transparan.

Jad1 pada intinya proses pembuatan DPT adalah sebagai berikut:

1.

Proses pembuatan DPT secara umum adalah data DPT berasal dari
DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) yang merupakan data
penduduk dari Depdagri. Data ini berada di setiap kabupaten/kota di
masing-masing Dinas yang menangani masalah Kependudukan.
Pengadaan data penduduk in1 sudah berlangsung lama, menghabiskan
biaya besar dan cukup banyak kesulitannya.

Data DP4 yang diterima KPU, dimutakhirkan oleh petugas PPS.
Kualitas data hasil pemutakhiran ini sangat dipengaruhi oleh akurasi
data DP4 dan kualitas petugas PPS. Petugas PPS yang malas, akan
melakukan pemutakhiran data secara asal-asalan. Bahkan bisa jadi
tidak dilakukan pemutakhiran sama sekali. Disini letak permasalahan
terbesarnya, sejauh mana KPU kabupaten/kota dapat melakukan

kontrol terhadap hasil kerja petugas PPS?
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3. Pengumpulan data menjadi DPT, Hasil dar1 PPS yang umumnya
berupa tulisan tangan dikonversi ke dalam data komputer. Untuk
selanjutnya akan dicetak menjadi data DPS. Sejauh mana kontrol KPU
terhadap hasil pengerjaan konversi ini, Jika anggota KPU tidak
memahami proses teknis di komputer, apakah cukup hanya terima
laporan saja.

D. Konsep Pemilihan Pemimpin Dalam Islam.

Ada 3 kerangka besar implementasi maqgashid syariah dalam
kepemimpinan publik, yakni: Igomatud Dien (Penegakan Agama), Al
‘adalah al-Ijtima ’iyyatu (Keadilan Sosial), dan Al-da’'wah
al’alama (Prekrutan Institusional).*®

Pertama, Igomatud Dien. Igomatud Dien (penegakan agama) adalah
hal yang paling utama dalam esensi kepemimpinan publik. Seorang
pemimpin harus mampu membawa orang-orang yang dia pimpin menuju

Allah SWT, karena itu adalah gayah (tujuan akhir) dar1 mis1 in1. Jadi

kepemimpinan publik bukan hanya dipakai untuk merealisasikan tujuan

dunia, namun juga akhirat. Al-Imam al-Mawardi merumuskan bahwa
kepemimpinan politik dalam Islam diposisikan dalam syariah Islam untuk
memenuhi dua tugas besar meliputi urusan agama dan urusan dunia.

Beliau berkata dalam kitabnya al-Ahkam as-Sulthaniyah: Kepemimpinan

diletakkan demi menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan

mengatur dunia. Inilah tugas pemimpin, bagaimana menciptakan

43.https://www.kompasiana.com/pandu wibowo/56b2cf532223bd5808ef6e07/implementa
s1_-magashid-syariah-dalam-kepemimpinan-publik. D1 akses tanggal 11 me1 2019




48

ketawazunan dalam hidup bernegara. Igomatud Dien adalah indikator
penting yang menentukan apakah seorang pemimpin benar-benar
membawa misi agama atau tidak dalam sebuah negara. Jangan sampai
perubahan signifikan di tataran masyarakat menuju agama Allah tidak
tercipta. Artinya sama saja dan tidak ada bedanya dengan pemimpin-
pemimpin lain yang amat seru mencari kekuasaan, namun tidak
memperjuangkan agama dengan jabatan publik yang diperoleh.

Kedua, Al-‘Adalah al-ijtima’iyyatu. Tujuan besar kedua yang
dituntut dalam dunia politik Islam adalah penegakan keadilan. Penegakan
keadilan menduduki ranking pertama dalam deklarasi singkat surat an-
Nisa yang merumuskan pokok-pokok perintah Allah yang utama. Allah

berfirman:
o) i aa8a 130 b ) il 15358 & a0l d &
e Vet (S ) () %Ay alBag Laad 0 &) Jiadly 1 5a%45 &)
“Sungguh Allah memerintahkan kalian agar menunaikan amanat
kepada vyang berhak, dan jika kalian memerintah hendaklah kalian
memerintah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.” (QS Al-Nisa: 58). Kepemimpinan publik yang
diperoleh harus diperuntukan untuk semuanya. Semuanya berhak
mendapat perlindungan dan kasih sayang dari seorang pemimpin. Baik dia

yang menjadi kompetitor kita atau berberda agamanya dengan kita. Harus

diperlakukan adil oleh seorang pemimpin, Hal inilah yang dilakukan oleh
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pejuang-pejunag muslim setelah menaklukan sebuah wilayah. Begitu luar
biasa akhlak Muhammad Al Fatih ketika memasuki Haga Sofia setelah
berhasil menaklukan Konstatinopel. Disaat penduduk Konstatinopel
mengira mereka akan dibunuh, namun secara mengejutkan seorang Al
Fatih menunjukan kasih sayangnya dengan menyapa penduduk dan
memberikan belaian kepada anak-anak di dalam Haga Sofia tersebut. Hal
yang sama juga sudah terjadi sebelum penaklukan Konstatinopel, dimana
Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin publik yang amat adil.
Hanya dua setengah tahun di zaman kepemimpinannya, tidak ada satupun
penduduk yang mau menerima zakat, karena semuanya merasakan
keadilan sosial. Derajat semua penduduk naik karena keadilan yang
direalisasikan oleh seorang Umar bin Abdul Aziz. Distribusi bantuan, baik
fisik dan non fisik merata di semua wilayah kekuasaan Islam, sehingga
semuanya merasakan kebahagian. Berbeda halnya ketika pasukan Kristen
berhasil merebut Andalusia dari tangan umat Islam. Begitu kejinya mereka
sampai Umat Islam harus terbunuh dan terusir hina dari Andalusia.
Konsep Al-‘Adalah al-ijtimaiyyatu inilah yang perlu diimplementasikan
dalam kepemimpinan publik. Karena Allah juga tegas mengatakan di ayat

lain:

- -

(e 31y 4 5135 Ll Cpual 38 1 58 68 ) gl () LT

-

5 4

© Emaoti ol sl i Akl



50

Artinya :

“Wahai orang-orang beriman jadilah kalian para penegak keadilan
dan saksi-saksi bagi Allah meskipun terhadap diri kalian sendiri atau
orang tua dan kerabat kalian.” (QS Al-Nisa: 135).

Ketiga, Al-da’'wah al’alama. Sebelum Nabi menciptakan negara
Madinah, jumlah umat muslim masih bisa terhitung oleh jari. Saat dakwah
yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di Mekah selama 13 tahun,
jumlah orang yang ber Islam 29 orang laki-laki, dan 7 orang perempuan.
Termasuk di dalamnya ada Siti Khadijah dan Abu Bakar. Sedangkan
ketika dakwah secara terang-terangan, jumlahnya meningkat cukup
banyak, yakni 182 orang. Namun, setelah negara Madinah berdiri, jumlah
umat muslim secara cepat bertambah belipat-lipat menjadi jutaan. Jumlah
itu pun terus bertambah ketika penaklukan Persia dan Romawi
Timur. Inilah kekuatan negara dan kekuasaan. Adanya negara dan
kekuasaan, maka adanya peluang untuk menambah kekuatan dan sumber
daya. Artinya prekrutan institusional dengan memakai instrument institusi
dan otoritas yang dimiliki dapat lebith menguatkan kita. Oleh karena itu,
Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, “Qola Rabbi aghfirli wa habli mulka
layambaghi i a hadin mim ba’di, inn aka antal wahab”, Ya Tuhanku
ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku Kerajaan yang tidak dimiliki
oleh seorang jugapun sesudah aku. Sesungguhnya Engkaulah Maha
Pemberi. Tidak ada salahnya kita berdoa juga seperti yang Nabi Sulaiman

lakukan, demi terciptanya negara dan lingkungan yang islami.
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Sedangkan ketika melihat dalam konteks pelaksanaan Demokrasi di
dalam memilih seorang pemimpin mengenai pertanyaan apakah seorang
warga negara dalam memilih dan mementukan pemimpin i1tu dalam
kategor1 Hak atau Kewajiban , hal in1 bisa dilihat dalam Hadits dar1 Abi

Sa’id al-Khudry, bahwa sesungguhnya nabi SAW. bersabda:

Artinya :

“Apabila kamu bebergian tiga orang maka hendaklah kamu
mengangkat pemimpin salah seorang di antara kamu. (H.R. Abu Daud)®

Dilihat dar1 hadist di atas memilith pemimpin 1tu adalah suatu
kewajiban dan hak yang timbul adalah hak untuk melaksanakan kewajiban
yaitu dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin yang di kehendaki.

Selain 1tu kewajiban lain setelah memilih Peminpin adalah
mentaatinya sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al- Nisa

ayat 59

21 (513 Jsha 1 gty &) 1 ghoal 1 sl ) g

Mgl Gadly A A & AW Ay A

* Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani,” Ensiklopedia Hadist 5;
Sunan Abu Dawud” ,(Jakarta;Al Mahira;2013).hal.543
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Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nva), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya”. (QS. Al- Nisa .59)

Dan barulah ketika kewajiban sebagai warga Negara untuk mentaati
pemimpinya di laksanakan maka dia berhak atas pemenuhan haknya
sebagalr warga Negara . sebagaimana Janji Allah dalam ayat Al qur’an

surah An Nahl ayat 97 yang berbunyi:

Ao Z !..--f

st 1 518 L crudly 3 531 a3l

Artinya :
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang

telah mereka kerjakan.”(QS. Al- Nahl.97)

. Hasil Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang Implikasi Validitas data kependudukan terhadap
hak pilih belum pernah di lakukan karena kebanyakan pembahasan tentang

hak pilih mengenai partisipasi hak pilih.
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Skripsi Rona Desmara Putra (2014) dengan judul Faktor Yang
Menyebabkan Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Dalam
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2013 D1 Tps 5 Rt 4 Rw 1
kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan , Penelitian in1 adalah
mengungkapkan tentang faktor yang menyebabkan masyarakat tidak
menggunakan hak pilih yang menggunakan metode deskriftif kualitatif
dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penilitianya yaitu Alasan dari
para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya antara lain : jauh dari
Tempat Pemungutan Suara (TPS), lebith mementingkan kebutuhan
ekonomi, sikap pesimisme terhadap kandidat yang maju pada PILGUB,
sikap apatis terhadap PILGUB, dan lemahnya sosialisasi tentang kandidat
yang mengikuti PILGUBRI. Selain 1tu  Usia, pekerjaan, tingkat
pendidikan, agama, suku, lama menetap, dan tingkat pendapatan
responden turut mempengaruhi alasan untuk tidak menggunakan hak
pilihnya

Skripsi Luciyana Andriyan Saputri (2017) dengan Judul Analisis
Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/Puu-
V/2007 Tentang Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah ,
penelitian 1n1 menganalisa putusan mahkamah konstitusi no 05/puu-
V/2007 terhadap hukum islam , penelitian ini1 bersifat yuridis normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang undangan , pendekatan

konseptual dan pendekatan kasus dengan hasil penelitian
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1. Mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang diatur dalam UU
Pemda tidaklah menghilangkan hak perseorangan untuk menjadi
calon kepala daerah/wakil kepala daerah tetapi cara untuk menjadi
calon kepala daerah/wakil kepala daerah itu yang ditentukan oleh
parpol atau gabungan parpol. Pembatasan demikian dapat
dibenarkan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 (lihat Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II1/2005).

2. Dengan telah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara
Nomor 006/PUU-V/2005 tentang Pengujian UU Pemda amar
putusannya menyatakan bahwa Pasal 59 Ayat (3) UU Pemda tidak
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3)
UUD 1945. Maka sangat ironis dan inkonsisten apabila Mahkamah
menyatakan amar putusannya dalam perkara a quo tidak sama

dengan putusan Mahkamah sebelumnya dalam kasus yang sama.

Jurnal Khairul Fahmi (2017) dengan judul Pergeseran Pembatasan
Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada, dengan metode penelitian
hukum normatif (yuridis normative), penelitian ini membahas pergeseran
pembatasan hak pilih dalam pilkada, dengan hasil penelitian pembatasan
dan pembedaan hak pilih diperlonggar. Alasan-alasan pembatasan yang
ditujukan untuk menjamin integritas hasil pemilu dinilai MK berlebihan,
karena pembatasan hak pilih hanya dapat dilakukan dengan alasan

ketidaksanggupan  seseorang. Pergeseran tersebut menempatkan
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pengaturan hak pilith pada posisi yang sangat liberal, sehingga akan
berdampak pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang tidak dikawal
oleh aturan hukum yang memang didesain untuk “menjaga” pemilu agar
menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang profesional dan tidak

cacat moral.

Skripsi Fitra Endi Fernanda (2016) dengan judul “Persepsi Pemilih
Pemula Terhadap Pilkada Serentak D1 Desa Way Mili Kecamatan Gunung
Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016, penelitian ini
membahas tentang pandangan pemilih pemula terhadap Pilkada serentak di
Desa way mili, dengan metode pendekatan penelitian kuantitatif dengan
jenis penelitian deskriptif, hasil penelitian yaitu persepsi pemilih pemula
terhadap pilkada serentak adalah pemilih pemula tidak paham teori,
konsep, serta tujuan pilkada serentak sebagai upaya pemerintah untuk
mewadahi aspirasi warga negara tetapir pemilih pemula memiliki harapan
agar pilkada serentak dapat berjalan lebih baik. Hal tersebut dikarenakan
kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat termasuk remaja
yang menjadi pemilih pemula padahal pengetahuan yang mereka miliki
dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang mereka ambil dalam
pilkada serentak, akan tetapi pemilih pemula memiliki harapan yang
sangat tinggi terhadap pelaksanaan pilkada serentak agar kedepannya
dapat diselenggarakan lebih baik supaya hak-hak yang dimiliki warga
negara untuk memilih pemimpinya dapat terjamin sesuai dengan undang-

undang yang berlaku..
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Garry Friedriek Arnold Soduma Baeha Skripsi (2015) dengan judul
“ Pelaksanaan Sistem Pemilukada Dalam Implikasi Pertanggungjawaban
Terhadap Pemerintah Ditinjau Dar1 Undang-Undang Pemerintah Daerah

14

Yangberlaku Di Indonesia *, penelitian ini membahas caraPemilihan
Kepala Daerah. Selain i1tu untuk mengetahui perbandingan sistem
Pemilukada dan pertanggungjawaban terhadap Pemerintah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemiliha Gubernur, Bupati, dan Walikota jo.Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan metode
penelitian penelitian hukum normatif berupa studi pustaka (library
research) yang dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, yang menjadi
persamaan 1alah sama-sama membahas tentang Pilkada sedangkan yang
membedakan dengan penelitian sekarang adalah tentang Implikasi
Validitas Data kependudukan terhadap hak pilih .Skripsi yang penulis
susun selain merupakan bentuk Implikasi Validitas data kependudukan
terhadap hak pilih juga dilihat dalam pandangan hukum islam. Oleh karena

itu, penelitian in1 tentu berbeda dengan skripsi yang telah diteliti penulis-

penulis sebelumnya.
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F. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang
menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan
sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori.”” Paradigma
merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana
cara pandang (world views) penelitt melihat realita, bagaimana
mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan
cara- cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Dalam
konteks  desain  penelitian,  pemilihan  paradigma  penelitian
menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan
memberi pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma penelitian
menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat
diterimanya.

Validitas data kependudukan merupakan syarat awal untuk
melaksanakan hak Politik baik hak di pilih maupun hak memilih rakyat
dalam pelaksanaan Pemilu karena syarat memilih yang di atur dalam
Undang undang no.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat
menggunakan Hak pilih adalah memiliki KTP Elektronik yang mana data
pemilih didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan setiap
warganegara.,yaitu penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau yang
sudah menikah atau petrnah menikah bagi yang usia belum cukup 17

tahun, oleh karena itulah sangat erat hubungan antara data kependudukan

| uliansyah Noor, METODOLOGI PENELITIAN: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya
Ilmiah, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hal. 33
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dengan hak pilih untuk menentukan dan melaksanakan Demokrasi di
Indonesia baik Pemilu maupun Pemilu kepala daerah.

Penelitian 1n1 di lakukan untuk mengetahui implikasi validitas data
kependudukan terhadap hak pilih, apakah seseorang bisa melaksanakan
hak pilihnya atau malah kehilangan hak pilih serta faktor faktor apasaja
yang mengakibatkan seseorang yang tidak berhak manjadi berhak dan
yang berhak menjadi memiliki hak pilih yang di akibatkan dari data

kependudukan.



